- “Tidak ada urusan
dengan Amerika. Ini
urusan kita, kok.”

JAKARTA — Pemerintah menyata-
kan memilih jalur non-yudisi-
al untuk menyelesaikan kasus
pelanggaran hak asasi manu-
sia berat tahun 1965-1966.
Menteri Koordinator Politik,
Hukum, dan Keamanan
Luhut Panjaitan mengatakan,
~saat ini pemerintah sudah
pada tahap finalisasi konsep.
“Penyelesaiannya non-yudi-
~sial,” kata Luhut saat dite-
- mui seusai rapat terbatas di
KompleksIstanaKepresidenan,
~di Jakarta, kemarin. “Nanti
- kita berharap ada pertemuan
- paripurna satu kali dan kita
- lapor Presiden.”
~ Pernyataan Luhut ini
-~ disampaikansetelahadalang-
kah terbaru Komisi Nasional
. Hak Asasi Manusia'(Komnas
- HAM), yang pekan lalu
- mendesak Presiden Amerika
. Serikat Barack Obama mem-
. buka dokumen terkait dengan
- peristiwa 1965. Komnas HAM
i membutuhkan dokumen
Amerika untuk memper-
- kuat berkas penyelidik-
annya, yang hingga kini
tak kunjung diproses
ke tahap penyidikan
oleh  Kejaksaan
Agung, meski /[~
sudah diserah-
¢ kan sejak 2012.
Menteri
| Hukum dan
| Hak  Asasi
"Manusia
Yasonna }
. Laoly menga-

P

‘ takan  peme-
. rintah  cende-
rung memilih

opsi non-yudisial.
“Kita sudah sepa-
-~ kat dengan Komnas
- HAM untuk duduk
bersama. Ada dua
solusi:  pro-justicia
- atau  non-justicia.
Kalau menurut Jaksa
Agung dan Dbebera-
pa pihak, pro-justicia
agak sulit. Apalag ini
kasus tahun 1965, <ata
Yasonna di Kom; cks
- Istana, kemarin. “K sus
penghilangan 01 ng
- secara paksa tahun
- 1997 pun sulit.”
Yasonna
;- laskan,

menje-
Kementerian
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ZPENYELESAIAN KASUS 1965

PEMERINTAH
PILIHJALUR

i Hukum dan HAM,; Kementerian
e Koordinator Politik, Hukum, dan
Keamanan; Kejaksaan Agung;
serta Komnas HAM masih menca-
ri format yang tepat bagi penyele-
saian kasus HAM itu.“Biarkanlah
dulu dikaji oleh Komnas HAM
bersama Jaksa Agung. Nanti kita
bahas bersama.”

Socal Komnas HAM yang
meminta bantuan Obama
untuk membuka doku-
men intelijen AS,
Yasonna menga-
takan, tanpa
langkah itu

pun |, penyelesai-
an bisa dilakukan.
“SebelumnyaAmerika
memang sudah mem-
buka beberapa doku-
mennya. Kalau dokumen itu
bersifat publik, maka tentu
akan dibuka oleh Amerika.”
Adapun Luhut menegaskan,
“Tidak ada urusan dengan
Amerika. Ini urusan kita,
kok” ®
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Anggota Komnas HAM,
Muhammad Nurkhoiron, menga-
takan bahwa saat ini merupa-
kan momen yang paling tepat.
Sebab, Presiden Joko Widodo
punya kesempatan menyelesai-
kan masalah HAM, dan Obama
punya  kedekatan

A A, H
emosional dengan
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/ Indonesia
karena

/ ia pernah
/  tinggal di
Indonesia
pada 1965.

. “Semua tergan-
{  tung pemerin-
: tah. Bisa melalui

Kejaksaan Agung
dengan meneruskan
bukti kami dan dibawa
ke pengadilan maupun di luar
pengadilan (non-yudisial).”

* Direktur Eksekutif ELSAM
Wahyu Wagiman mengatakan,
Kejaksaan Agung dan Komnas
HAM perlu duduk bersama
untuk memilah mana yang betul-
betul bisa diteruskan ke penyi-
dikan sampai penuntutan dan
mana yang tidak. Mekanisme
non-yudisial melalui rekonsi-
liasi dimungkinkan, tapi dasar
hukumnya yang belum ada.
Sebab, Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2004 tentang Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi
dibatalkanMahkamahKonstitusi
pada 2006.“Dasarnya yang harus
dibentuk. Paling tidak berupa
Keputusan Presiden.”
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Kasus HAM
di Lima Pre31den

Era B.J. Habibie
(21 Mei 199820 Oktober 1999)

&
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- Terbit Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Ini menjadi dasar pengadilan kasus
HAM berat.

© Era Abdurrahman Wahid
(20 Oktober 199923 Juli 2001)

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan HAM disahkan.

- Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok
digelar.

©® Era Megawati Soekarnoputri
(23 Juli 2001-20 Oktober 2004)

- Terbit PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban Pelang:
garan HAM yang berat.

- Terbit PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi
terhadap Korban Pelanggaran HAM
yang berat.

- Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok *
digelar.

- Pengadilan HAM ad hoc Abepura
Papua digelar.

- Komnas HAM menyerahkan berkas kasus
pelanggaran HAM berat, kasus Trisakti,
Semanggi | (1998), Semanggi Il (1999),
dan peristiwa Mei 1998, Berkasnya
beberapa kali dikembalikan dan belum
diproses oleh Kejaksaan Agung ke
penyidikan.

Era Susilo Bambang Yudhoyono
(20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2014)

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004
tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsi-
liasi disahkan. Namun undang-undang
ini dibatalkan Mahkamah Konstitusi
pada 2006.

- Komnas HAM meriyerahkan berkas kasus
Talangsari 1989 dan peristiwa Penemba-
kan Misterius 1982-1985 ke Kejaksaan
Agung. Berkas kasusnya beberapa kali
dikembalikan dan belum ditindaklanjuti
sampai sekarang.

- Komnas HAM menyerahkan berkas
penyelidikan ke Kejaksaan Agung atas
kasus penghilangan orang secara paksa
periode 1997-1998. DPR merekomenda-
sikan pembentukan pengadilan HAM ad
hoc, tapi tak ditindaklanjuti oleh Presiden.

> EraJoko Widodo
Pemerintah cenderung memilih opsi
penyelesaian di luar pengadilan alias non-
yudisial.
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